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KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR * KPTS. 118 /HK/IV/2008

e

TENTANG

PENAMAAN SEKOLAH TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI
OILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang a bahwa pengembangan nasional di bidang pendidikan
adalah upaya mencerdaskan kehidupan bqngsa dan
meningkalkan  kualitas manusia Indonesia  calam
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur

b. bahwa untuk kelancaran peningkalan penyelenggz2raan
pendidikan di Pemerintah Kota Batam, serta pening+atan
akses dan pemerataan perluasan kesempatan b.el_ajar
mengajar di tingkat pendidikan dasar maupun pend.dikan

™ menengah, yang pembiayaanya dianggarkan melalui
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pr3vinsi
Kepulauan Riau Tahun 2008 .

2 ¢. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagainana
dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan keputusan Walikota Batam teilang
Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri
dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

Mengingat © 1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 teang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten F.okan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak. Kabuoaaten
Karimun, Kabupaten Naltuna. Kabupaten Kuantan Singing
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan. Kaburaten
Rokan’ Hulu, Kabupaten Rokar Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna. Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran N=2gara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3968 ).

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 teutang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lemuaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237).
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10.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 lertang
Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan (Lemtaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriritah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2904
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rep ublik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dergan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Unaang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

~ menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548):

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah “usat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang GurL dan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nemor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 len‘ang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Rep .ablik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten;ang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemenniah,
Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Dasrah
Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737).

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun .007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kzra
Dinas Daerah Kela Batam (Lembaran Daerah Kota Bzlam
Tahun 2007 Nomor 12, Tambhan Lembaran Daerah Nomor

51);
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Memﬁerhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEOUA

KETIGA

KEEMPAT

. Keputusan Menteti Peng
Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

pendidikan,

idikan Nasional Nomor 060/U/2002

MEMUTUSKAN

Penamaan Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK r\egefi
dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana terlampir
dalam lampiran keputusan ini,

Segera setelah menelapkan penegerian sekolah agar dapal
dilaksanakan untuk tertibnya administrasi penyelenggiaraan

Biaya yang timbul akipat dikeluarkannya keputuszn ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2008 )

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 23 April 2008
VKo
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